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Tujuan penelitian ini adalah ntuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-
faktor yang menghambat pihak pemerintahan Kabupaten Padang Lawas serta
mengetahui pengimplementasian Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Utara
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di
Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun.Pertambangan Emas Tanpa Izin
(PETI) adalah suatu kegiatan usaha kelompok masyarakat atau perorangan
yang melakukan pertambangan emas di suatu tempat tanpa memiliki izin dari
pihak pemerintah setempat atau di kenal dengan istilah pertambangan illegal.
Penambangan Emas Tanpa Izin memberi dampak negatif terhadap produksi
pertanian yang ada disekitar areal tambang, bahkan tidak saja telah merusak
lingkungan dan memusnahkan lahan pertaniandisamping itu juga telah
memberi dampak sosial bagi masyarakat terutama petani yang ada disekitar
areal penambangan. Penelitian ini di lakukan di Desa Siraisan Kecamatan Ulu
Barumun Kabupaten Padang Lawas, dan penelitian ini bersifat yuridis empiris
atau sering disebut penelitian lapangan (secara Langsung) yaitu dengan
mengkaji dasar peraturan daerah yang berlaku dengan kejadian di lapangan
dalam masyarakat. Penelitian dampak nya PETI yang berlangsung di Desa
Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas yang bertujuan
untuk mengindentifikasikan Implementasi Peraturan Daerah (PERDA)
Sumatera Utara nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan Terhadap Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa
1zin(PETTI).
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Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang mengakibatkan wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan
lautan. Hal ini berpengaruh terhadap 1/3 dari seluruh wilayah Indonesia berupa daratan yang menyebabkan
sebagian besar mata pencahariaan warga Negara Indonesia dilakukan di darat seperti berprofesi sebagai petani.
Sehingga tak dapat dipungkiri bahwa betapa bergantungnya masyarakat dengan sumber daya alam yang ada
berada disekitar mereka. Salah satu yang berada pada sumber daya alam ialah pengelolaan dan penangganan
yang dilakukan pertambangan pertambangan emas tanpa izin (PETI), (Junaidi, 2022). Emas merupakan salah
satu sumber daya alam yang memiliki nilai tinggi dalam membangun bangsa serta negara yang maju.
Keterkaitan negara dalam penyusunan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan, (Yanto, 2021).
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Pertambangan merupakan salah satu hal pekerjaan yang dapat diandalkan dari negara Indonesia setelah
pertanian. Akan tetapi, sangat disayangkan banyak yang menyalah gunakan penambangan di Indonesia, agar
mendapat lebih banyak keuntungan dan kemudahan maka mereka melakukan penambangan tanpa izin,(Irwan,
2022).

Pertambangan emas juga merupakan suatu kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan
salah satu bentuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. UUD No. 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu
bara sudah jelas melarang kegitan Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ). kegiatan eksplorasi, eksplorasi,
studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan pemasaran, serta
pascatambangang yang akan dikelola laku akan menjadi limbah pertambangan dan harus berkontribusi
Dampak signifikan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan. Industri pertambangan merupakan
industri hulu yang menghasilkan sumber daya mineral, dan industri pertambangan merupakan sumber bahan
baku industri hilir yang dibutuhkan manusia, (Ananda, 2022).

Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ), Kegiatan ini apabila para menambangan tidak memiliki izin sudah
menjadi pekerja tetap, maka apabila tertangkap tangan, yang akan dikenakan pidana adalah para pekerja saja
tanpa menangkap pemilik modal ataupun beking yang selalu lepas dari jerat hukum, Kompleksitas masalah
PETI bukan tanpa jalan keluar. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang
dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam
operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
(Putra et al., 2023).

PETT adalah kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang di lakukan oleh sebagian masyarakat, PETI
(Penamambangan Emas Tanpa Izin)juga merupakan pertambangan yang tidak mendapatkan izin dari
pemerintah sebagai pemegang hak menguasai Negara atas bahan tambang. Tak peduli apakah penambangan
adalah rakyat yang melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan adat istiadat, ataupun sebagainya, namun
tetap saja akan menyandang label PETI jika tidak mendapat izin, (Anjami, 2018).

PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya
faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak
sebagai cukong dan backing, ketidak harmonisan hubungan antara perusahaan dengan Prosiding Seminar
Nasional Agroinovasi Spesifik Lokasi Untuk Ketahanan Pangan Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 409
masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi.
Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menganaktirikan
pertambangan rakyat, juga ikut mendorong maraknya PETI, (Niwele et al., 2021).Kegiatan PETI yang tidak
mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan
sumber daya mineral, dan kecelakaan tambang. Hal ini menimbulkan bencana jika tidak di kelola dengan baik
dan benar, (Boateng et al., 2014).

Disamping itu, PETI bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga
negara/pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan.
Disamping itu dampak sosial yang diakibatnya juga tidak kalah banyak menimbulkan masalah seperti rusaknya
hubungan antar masyarakat. Penanggulangan masalah PETI selalu saja dihadapkan kepada persoalan
dilematis. Hal ini disebabkan PETT identik dengan kehidupan masyarakat bawah yang tidak memiliki akses
kepada sumber daya ekonomi lain karena keterbatasan pendidikan, keahlian, dan ketrampilan yang dimilikinya.
Penutupan kegiatan usaha berarti menambah panjang daftar angka pengangguran dan kemiskinan, sementara
membiarkan mereka tetap beroperasi berarti menginjak-injak peraturan perundang-undangan yang berlaku,
(Adman, 2012).

Kekejaman yang dilakukan manusia terhadap sumber daya alam akibat adanya pertambangan emas ilegal
skala besar (PETI) tanpa memenuhi standar kualitas operasional telah menyebabkan kerusakan-kerusakan pada
lingkungan. Mengatasi masalah penambangan emas tanpa izin selalu menghadapi proses yang sangat lama. Hal
ini karena pertambangan berpotensi dengan kehidupan masyarakat yang tidak memiliki ketergantungan
terthadap sumber daya ekonomi lainnya karena diakibatkan keterbatasan pendidikan, keahlian serta
keterampilan. Menutup suatu usaha sama memasukkannya ke dalam daftar pengangguran ataupun orang
miskin, dan diizinkan untuk melanjutkan usaha melanggar peraturan UUD yang berlaku, (Iwansyah & Prasaja,
2022).

Sebagai negara agraris, sektor pertanian masih memiliki nilai peran yang relatif besar baik dari sisi ekonomi
maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2013
menyatakan bahwa masih terdapat sekitar 38 juta tenaga kerja yang bertahan di sektor pertanian. Jumlah
tersebut setara dengan 34 persen penduduk Indonesia yang bekerja. Artinya peran sector pertanian sebagai
penyedia lapangan kerja masih tinggi dan belum tergantikan. Hal ini dapat dikarenakan sifat dari kegiatan di
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sektor pertanian masih bersifat konvensional, yaitu tidak memerlukan keterampilan tinggi, sehingga sektor ini
menjadi fleksibel dalam menampung tenaga kerja, (Masrukhin, 2019).

Selain sebagai penyedia lapangan kerja, kegiatan pertanian juga memiliki peran sebagai sumber ketahanan
pangan. Hal ini sejalan dengan produksi sejumlah tanaman pangan utama yang meningkat lebih tinggi
dibanding pertambahan penduduk Indonesia. Keberhasilan ini disebabkan oleh faktor dalam penerapan
teknologi budidaya tanaman pangan dalam mendongkrak produktivitas tanaman pangan meski luas panen
cenderung menurun. Selain itu, kegiatan pertanian juga memiliki peran sebagai penyangga lingkungan hidup.
Oleh karena itu, perlunya kegiatan pertanian yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan, (Yahya et al.,
2021).

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masih terus merajalela di wilayah desa Siraisan kabupaten Padang
Lawas (Palas), sementara kepala dinas (Kadis) Lingkungan tidak bisa bertindak.Menurut informasi, kegiatan
PETI di wilayah kecamatan Ulu Barumun telah berlangsung lama, tetapi tidak ada tindakan.Padahal
pemerintah provinsi Sumatera Utara juga telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2015
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk menghindari terjadinya alih fungsi lahan.

Sebelumnya menurut keterangan Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) kabupaten Padanglawas, Nuruddin K. Samosir, bahwa izin tambang
merupakan kewenangan kementerian. Dan sampai saat ini belum ada izin penambangan emas yang diterbitkan
di Padang Lawas, seperti yang beroperasi di wilayah desa Siraisan kecamatan Ulu Barumun. Sedangkan
keterangan Kepala dinas lingkungan hidup, Ongku Basar Daulay, S.Pd setiap kali dihubungi Waspada, selalu
mengatakan pihaknya tidak bisa bertindak tanpa adanya pengaduan masyarakat. Namun dari tahun ke tahun
luas lahan pertanian di wilayah kecamatan Barumun, terutama di desa Siraisan terus berkurang akibat kegiatan
pertambangan emas tanpa izin, (Nurwanti et al., 2022).

Penelitian terkait tingkat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada saat ini dilakukan untuk melihat sejauh
mana kerusakan lahan tersebut dan dimana saja persebarannya, karena lahan merupakan sumberdaya yang
terbatas, (Mailendra & Buchari, 2019). Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu dibidang
perencanaan wilayah dan kota khususnya terkait perubahan penggunaan lahan dan tingkat kerusakan lahan
terutama yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan emas tanpa izin.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas pada bulan Mei
Tahun 2023 sampai dengan bulan Juni Tahun 2023. Lokasi ini di pilih karena banyak pertimbangan bahwa,
Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang masih kurang maksimal dijalankan, dengan meneliti dampak
pertambangan emas tanpa izin (peti) terhadap produksi pertanian serta untuk mengetahui pengimplementasian
pertambangan emas tanpa izin (peti) pada Desa Siraisan, Kabupaten Padang Lawas. Jenis Penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian ini juga termasuk jenis penelitian yuridis
empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang
terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan sekunder, (Ningsih & Febryanto, 2021). Data primer adalah data yang secara langsung tertuju dari
responden. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara langsung, dan data sekunder
adalah sebagai salah satu alat mencari sumber-sember berdasarkan kepustakaan, (Syidiq & Sirih, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Seiring berjalannya waktu kegiatan penambangan emas ilegal Kabupaten Padang Lawas dan pihak penambang
illegal yang ada di Desa Siraisan, tentunya akan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sosial ekonomi
kepada masyarakat sekitar, mengingat tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan kehidupnya dari sektor
pertambangan secara konvensional.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan untuk Menyikapi kasus ini, Ketua Umum Koar Padanglawas,
Pardomuan Daulay mengatakan, “Penambangan ilegal emas di Kecamatan Ulu Barumun harus segera
ditertibkan, jangan sampai dampak dan permasalahan semakin meluas”. Pardomuan menjelaskan, dari amatan
di lokasi, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan para penambang, di antaranya tidak memiliki izin, merusak
lingkungan, juga lokasi tambang emas ilegal adalah tempat pariwisata yang banyak dikunjungi warga sekitar
bahkan dari luar Padang Lawas. Adapun Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMI) Idham
Daulay mengaku miris melihat kelalaian aparat hukum, diduga membiarkan penambangan ilegal padahal
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dipinggir jalan lintas. Di hulu jembatan siraisan dan di hilir jembatan kurang lebih 20 titik. Menurut wawancara
dari warga sekitar, penambang bukan hanya berasal dari Padang Lawas, tapi yang banyak datang dari
Kabupaten Mandailing Natal."Intinya persoalan tambang emas di Siraisan harus segera dihentikan," tegas
Idham”.

Hal ini dibuktikan melalui hasil dokumentasi yang menunjukkan pencemaran lingkungan sebagai berikut :

Gambar 1 <Pencemaran Air>

Melalui hasil dokumentasi tersebut dapat dilihat pertambahngan emas tapa izin diwilayah aliran sungai
berumun tepatnya diwilayah desa Sraisan, dapat menyebab kan dampak yang begitu buruk sehingga akan
menghabat/merusak hasil panen dari penelitain dan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Kenyataan yang
menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan emas sangat
mengkhawatirkan, pada sebagian air sungai sudah tidak layak digunakan lagi, selain menjadi keruh juga sebab
kadar air raksa yang ada sudah tinggi. Dampak yang sudah tercampur oleh air sungai dapat menyebar luas. Hal
tersebut dapat terjadi dikarenakan dalam proses pendulangan emas digunakan air raksa.. Hal tersebut sangat
berbahaya bagi manusia, sebab zat tersebut dapat mengakibatkan manusia terkena berbagai penyakit seperti
gatal-gatal, iritasi, dan lain sebagainya, (Basuni, 2022).

Adapun beberapa kendala dan kekurangan pihak pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan pihak
penambang illegal yang ada di Desa Siraisan dalam menjalankan Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Utara
nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap aktivitas
Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi pemerintah Kabupaten Padang Lawas antara Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) kabupaten Padang Lawas dengan Dinas
Lingkungan Hidup.
Berdasarkan keterangan Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu (PMPPTSP) kabupaten Padanglawas, Nuruddin K. Samosir sebelumnya bahwa
penambangan emas di daerah Padanglawas tidak ada yang memiliki izin. Tetapi ironisnya, Kepala
dinas lingkungan hidup, Ongku Basar Daulay, S.Pd setiap.kali dihubungi, terkait kegiatan
penambangan emas illegal yang sudah merusak lingkungan itu, katanya tidak bisa melakukan tindakan
sebelum ada kerusakan lingkungan, (Mill & Irfan, 2022).

Sehingga pihak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merasa usaha yang mereka jalankan selama
ini tidak perlu izin dari pihak pemerintah dan mereka merasa pertambangan yang mereka lakukan ini
tidak berdampak negative pada pertanian pangan berkelanjutan. Karena dari pihak Dinas Lingkungan
Kabupaten Padang Lawas sendiri merasa belum ada kerusakan lingkungan akibat Pertambangan Emas
Tanpa Izin (PETI) yang berlansung di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang
Lawas.

2. Kurangnya sosialisasi pihak pemerintah Padang Lawas tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan terhadap aktivitas PETI kepada pihak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa
Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

3. Kurangnya ketegasan pihak pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam memberi sanksi atau
hukuman bagi pihak PETI atau pihak penyalahgunaan pengalihan fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Utara
nomor 3 tahun 2015 pada BAB XXI pasal 49 tentang Ketentuan Pidana yaitu: (1) Barang siapa
melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Adapun pasal 29 ayat (1) yang di maksud adalah Lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian
pangan berkelanjutan, dilarang dialihfungsikan, (Yulianti et al., 2016).

4. Kurangnya kesadaran pihak PETI atau pihak masyarakat yang menjalankan Pertambangan Emas
Tanpa Izin (PETI) ini pada dampak negative terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
ada di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas dan sekitarnya.
Sebagaimana penjelasan dari pihak Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, "Pada umumnya
lahan bekas PETI dengan metode tambang terbuka yang sudah tidak beroperasi meninggalkan void
dan genangan air sehingga lahan tersebut tidak dapat lagi dimanfaatkan dengan baik. Seluruh kegiatan
PETI tidak memiliki fasilitas pengolahan air asam tambang, sehingga genangan-genangan air serta air
yang mengalir di sekitar PETI bersifat asam. Ini berpotensi mencemari air sungai. Bahaya lain yang
ditimbulkan PETT adalah batu bara yang terekspos langsung ke permukaan berpotensi menyebabkan
swabakar, sehingga dalam skala besar berpotensi menyebabkan kebakaran hutan,", (Fahsya & Basrowi,
2021).

5. Pihak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan sebangian masyarakat yang masih bekerja sebagai
pekerja PETIT masih belum bisa menghentikan usaha pertambangan illegal ini yang merugikan warga
di sekitar areal pertambangan karena pengaruh penghasilan ekonomi. Menurut salah satu warga di
sekitar areal pertambangan, bahwa usaha pertambangan emas illegal ini sangat merugikan warga di
sekitar aliran sungai, dampak yang sangat berpengaruh yaitu air sungai menjadi keruh, sungai menjadi
lebih dalam, sering longsor di sekitar areal pertambangan, (Wahyudi & Slameto, 2019). Sebahagian
warga sekitar areal pertambangan sangat berharap kepada pihak pemerintah dan pihak yang berwajib
agar segera mencari solusi dalam mengatasi masalah kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETT) di
Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Simpulan

Penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa, Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Utara
Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Aktivitas
Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas
belum terlaksana dengan baik. Masih banyak kendala-kendala yang ditemukan di lapangan, baik dari pihak
pemerintah Kabupaten Padang Lawas itu sendiri maupun dari pihak yang menjalankan usaha PETI.
Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan,
sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan
instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaiknya pemimpin setempat
maupun masyarakat setempat bekerjakan dan saling berpartisipasi dalam penambangan Emas Tanpa Izin
(PETYI) tersebut, karena apabila dilanjutkan akan mengakibatkan pencemaran lingkungan yang cukup parah,
sehingga akan menimbulkan segala macam penyait.
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